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Dokter ”Dispensing”
adalah Pelanggaran

BULAN September lalu
merupakan bulan refor-
masi regulasi di bidang
kesehatan. Selain disah-
kannya UU Kesehatan
yang baru pada 14 Septem-
ber 2009, pada bulan itu

juga ditetapkan Peraturan

Pemerintah (PP) No 51

tahun 2009 yang mengatur

pekerjaan kefarmasian d-
alam hal pengadaan, pro-
duksi, distribusi atau pe-
nyaluran, dan pelayanan
sediaan farmasi.

Dengan adanya PP terse-
but, fungsi pelayanan far-
masi dikembalikan pada

kondisi yang semestinya,

yaitu “pekerjaan kefar-
masian harus dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu.”
Pekerjaan kefarmasian

hanya dapat dilakukan oleh

tenaga kefarmasian, yaitu
apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian. Pengecualian

ada Pasal 22 PP ini dalam

eadaan tertentu dokter
dan dokter gigi dapat mera-
cik dan menyerahkan obat
kepada pasien.

Dalam pelayanan kese-
hatan, obat merupakan
komponen sangat penting
dan menentukan, bahkan
dapat mencapai 40 persen
dari seluruh biaya pela-
yanan kesehatan. Karena
itu, pelayanan kefar-
masian merupakan ba-
%'ian penting dari pe-
ayanan kesehatan
yang bertujuan
meningkatkan
pengguna-
an obat
yang ra-
sional,
keamanan
pElg
gunaan
obat,
dan efi-
slemsi
biaya obat.
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- Padazaman

dulu bidang farmasi dan
kedokteran masih berada
dalam satu tempat dalam
praktik pengobatan. De-
ngan berkembangnya ilmu

. pengetahuan, dibutuhkan

para ahli yang dapat men-
curahkan segenap perha-
tiannya pada pekerjaan ini
karena jenis obat-obatan
semakin meningkat dan
cara pembuatannya sema-
kin rumit. | :
Sejak tahun 1240, bidang

farmasi dipisahkan secara

resmi dari bidang kedok-
teran dengan dikeluarkan-
nya dekrit Two Sicilies oleh
raja Jerman Frederick L
Dekrit itu antara lain me-
nyatakan, seorang tal:_)ib
tidak boleh menguagai tem-
at penyimpanan obat atau
&elgku{umn%enmk eksploi-
tasi apa pun terhadap pen-
derita melalui hubungan
bisnis penjualan obat.
Pemisahan antara dokter
dan apoteker merupakan

konsep pengobatan mo--

dern yang berlaku saat ini
sebagaimana berlaku di
berbagai negara di dunia,
yakni dokter menulis resep
dan apoteker menyiapkan
obat dan menyerahkannya
pada pasien.

Kliping Humas Unpad 2009

~ nya.

‘Profesi apoteker dan
dokter adalah profesi yang
telah menjalani pendidikan
khusus sesuai dengan kom-
petensi masing-masing.
Apoteker memiliki kom-
petensi dalam hal obat-
obatan sementara dokter
memiliki kompetensi dalam
hal penyakit dan diagnosis-

Dilema

Terdapat suatu dilema
tersendiri bagi dokter serta
tenaga kesehatan lain ter-

~ kait persoalan dispensing di

negeri ini. Fenomena dok-
ter dispensing (dokter yang
langsung memberikan obat

kepada pasien di ruang

praktik) telah berlangsung

sedemikian lama dan men-

jadi kebiasaan.

Karena itu, sebagian pa-’

sien mungkin akan heran
jika berkunjung ke dokter
‘dan tidak mendapatkan
obat. Bahkan boleh jadi,
dokter yang berkomitmen
tida{ melakukan dis-
pensing malah di-
tinggalkan
oleh pa-
Sa1en.
Padahal
dokter

beleh
dan mendi-
en, kemudian

menyerahkan

apotek.
Di sisi
W 1 ain ,

dokter

moton

batan,

“hanya
memeriksa

agnosis pasi-

resep kepada pa- -
. sienuntuk dibelidi

praktik
dis-
pensing terkesan dapat me-
mata rantai distri-
busi obat sehingga meng-
efisienkan biaya pengo-

 lah satu bentu
" garan disiplin kedokteran.

Na_n{un bagaimai'la-

pun praktik dokter dispens-

ing initidak disetujui oleh
sebagian kalangan dokter
sendiri. Guru besar Fakultas
Kedokteran Universitas In-
donesia, Iwan Darmansjah,
di situs pribadinya menya-
takan bahwa praktik dok-

_ ter dispensing menuai risiko

timbulnya konflik kepen-
tingan yang malah ber-
potensi menjadikan harga
obat lebih mahal.
Pengaturan dispensing
sejatinya diadakan untuk
memenuhi unsur penga-
wasan untuk menjamin

kualitas pelayanan kese-

hatan. Praktik dispensing
yang tidak legal membuka
celah bagi oknum dokter
untuk memberikan obat
tertentu tanpa berdasarkan
pertimbangan klinis yang

benar karena tidak adanya

pengawasan dari pihak
ketiga.

Ketidakrasionalan dalam .

pengobatan kadang terjadi
antara lain pemberian anti-
biotik yang tidak sesuai atau
pemberian obat yang tidak
diperlukan dan tidak sesuai
dengan pedoman klinis.
Kondisi ini diperparah oleh
industri farmasi yang men-
jalin hubungan bisnis de-
ngan sebagian oknum dok-

ter untuk meresepkan sua-

tu jenis obat dengan merek
tertentu.

Konsili Kedokteran In-
donesia telah mengeluar-
kan Pedoman Penegakan
Disiplin Profesi Ke-
dokteran, yang salah satu
poin pentingnya dalam
pedoman tersebut me-
nyatakan bahwa mene-
rima imbalan sebagai hasil
dari merujuk atau meminta

emeriksaan atau mem-

erikan resep obat/alat

kesehatan merupakan sa-
pelang-

Profesi dokter menem-
pati tempat yang terhormat
di masyarakat kita. Karena
itu, tidak sepantasnya dino-
dai oleh ulah sebagian ok-
num dokter yang melang-
gar peraturan dan etika
profesi.

Berpihak pada Pasien
Faktor-faktor terkait se-
perti persepsi masyarakat
~tentang pelayanan kese-
hatan, kemampuan ekono-
mi masyarakat, pembagian
kewenangan profesi kese-
hatan, serta pemerataan
sarana pelayanan kese-
hatan merupakan aspek-
aspek yang perlu diper-
timbangkan dalam menyi-
kapi fenomena dokter dis-
pensing.

Pasien berada pada kon-
disi lemah karena adanya
kesenjangan pengetahuan
mengenai obat sehingga
tidak memiliki daya tawar .
dalam pemilihan obat. Pa-
dahal sebagai konsumen,
pasien berhak mengetahui
pemilihan obat sehingga
dapat memilih obat sesuai
dengan kemampuan dan
keinginannya. Pasien yang
membeli obatnya di apo-
tek sebenarnya lebih
leluasa menentukan pi-
lihan karena dapat ber-
konsultasi dengan apo-
teker dalam memilih obat-
nya menurut kemampuan
tanpa mesti bergantung
pada merek tertentu.

Ego profesi kadang
cenderung mengemuka
dan mengaburkan peni-
laian objektif dalam me-
nyikapi hal ini. Karena
itu, diperlukan pema-
haman yang menyeluruh
dan mendalam mengenai
filosofi mekanisme pe-
layanan kesehatan de-
ngan tidak hanya mem-
pertimbangkan aspek-as-
pek pragmatis.

Maka hendaknya dalam
menyikapi fenomena ini
sebaiknya prinsip keber-
pihakan pada pasien lebih
dikedepankan. (*)



